PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

o

bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PegawairiNeipd,

dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu
diperhatikan kesejahteraannya,

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo N@niahun
2001 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, 8ekr&adan
Perwakilan Desa dan Staf sudah tidak sesuai pekegain
keadaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Hetabr
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 28, per
menetapkan Peraturan Daerabh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaladach

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkarateean Daerah

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekrédasa Non

Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya,;



Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsty

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undadgrg

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undangpr

15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabuimarah
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalanghkimgan
Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupategah nama
Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesiaufiah951

Nomor 101);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaraganse
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahOd Rbmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiendro
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah tedsagan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubdbdna
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik nksia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepub

Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentaeget®pan

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten avdDjamur/

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintanh Nomor 72 Tahun 2005 tentanga De

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nobb8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&®r)4

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor wuf&®©07

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pentegimt®esa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 206vady 1
Seri D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 m&07

tentang Badan Permusyarawatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 7 &007
tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaiton
Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEANGAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merhdilas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dangumes
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan haksasadan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormalandasistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatdebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kagiata

Pemerintahan Desa.



7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya daimgngan
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan desiokr
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagair uns
penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, QudarhStaf.

9. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembaapal&
Bagian.

10.Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang gédlaya
disebut Sekdes Non PNS adalah Sekretaris Desa diangkat
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerahaliligkulon
Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tam
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DesalaKdpusan
serta Kepala Dusun dan Peraturan Daerah Kabupatiem Rrogo
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihang&tegkatan,
dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badavakfan
Desa dan Staf yang belum atau tidak diangkat meRjadawai
Negeri Sipil.

11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undgaggndibuat
berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala, Hasg
ditetapkan oleh Kepala Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selgajdisingkat
APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Dmsg Yy
ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang A®BDe

13.Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sapdmilan yang
diberikan kepada Kepala Desaekdes Non PNSjan Perangkat
Desa Lainnya.

14.Desa Karangkopek adalah desa yang tidak memilikiaita
pelungguh dan pengarem-arem yang dimanfaatkan deatold
Pemerintah Desa untuk memberikan penghasilan tetap
tunjangan purna tugas bagi Kepala Desa, SekdesPW$ dan
Perangkat Desa Lainnya.

15.Kecelakaan adalah suatu peristiwva yang mendadak tidak
dikehendaki yang mengakibatkan seseorang mendsaiia atau
menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, peraywadsaiatau
rehalibitasi, atau mengakibatkan seseorang menlioigge.

16.Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yaagditerj

a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;



b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengars, dina
sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelajaan
terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewa)yeg
atau

c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungojateaipun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

17.Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sabagibat
langsung dari pelaksanaan tugas.

18.Cacat adalah kelainan jasmani dan/atau rohani &akeoelakaan
yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainarselbert
menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.

19.Cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkarketelakaan
karena dinas.

20.Tewas adalah :

a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya,;

b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubayga
dengan dinas sehingga kematiannya itu disamakagaden
meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya;

c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh lakau
cacat jasmani dan/atau rohani yang didapat dalamkdeena
menjalankan tugas kewajibannya; atau

d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindagdmradap
anasir itu.

21.Wafat adalah meninggal dunia yang bukan karenastewa
22.Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkanarknangkat

menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB Il

PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Kepala Desa/Sekdes Non PNS/ Perangkat Desa Ladibgeakan
penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan iskso@mpuan
keuangan Desa.



(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayaéljputi :
a. penghasilan pokok berupa hak garap tanah pelungiguifatau
b. tambahan penghasilan berupa penghasilan Kepald32dskes
Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang dapat diberikan
berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayagialiag
rendah sama dengan Upah Minimum Propinsi.
(4) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dithadkaslam
ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 3

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/dibeRenti
sementara/diberhentikan, maka Penjabat Kepala Désaikan
penghasilan pokok sebesar sama dengan penghasiiak Kepala
Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, Pelleksana
Tugas Harian Kepala Desa diberikan penghasilan palebesar
sama dengan penghasilan pokok Kepala Desa terh#eteiah 6
(enam) bulan yang bersangkutan menjadi PelaksagasTiarian.

(3) Dalam hal Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh lergan
tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, makelakBana
Tugas Harian Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukulbri##m
penghasilan pokok tambahan sebesar 1/6 dari patagh@a®kok
Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh.

(4) Dalam hal Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh beanigain
sementara, maka Pelaksana Tugas Harian SekdesNN&/K&pala
Bagian/Dukuh diberikan penghasilan tetap tambaledbesar 1/6
dari penghasilan pokok Sekdes Non PNS/Kepala BHAigkuh
terhitung setelah 6 (enam) bulan yang bersangkutamjadi
Pelaksana Tugas Harian.

(5) Terhadap pejabat yang menjadi Penjabat atau PakmkKfagas
Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayatag2} (3)
atau ayat (4) hanya berhak atas 1 (satu) penghgsokok.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayaaya}, (3), atau
ayat (4) tidak berlaku bagi Sekdes PNS atau Patak§aigas
Sekdes dari PNS.



Pasal 4

(1) Penghasilan pokok berupa hak garap Tanah Pelungguh
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huro&gi, Kepala
Desa/Sekdes Non PNS/ Perangkat Desa Lainnya, klinesecara
berjenjang mengacu pada Susunan Organisasi dan Kefa
Pemerintah Desa dengan perbandingan sebagai berlkepala
Desa (6) : Sekdes Non PNS (5) : Kepala Bagian Riokuh (3) :
Staf (2).

(2) Penghasilan pokok/penghasilan pokok tambahan sehagza
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Desa Kanaek
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjalDae

(3) Besaran penghasilan pokok/penghasilan pokok tambaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (@andjkan
dalam Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah

BAB I

TUNJANGAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan pada Kepalsa/De
Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya dengan jgamss-
sebagai berikut :

a. Tunjangan Isteri/Suami;
b. Tunjangan Anak; dan
c. Tunjangan Kesehatan.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada aypadh)Kepala
Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya diberika
a. Penghargaan Purna Tugas;

b. Santunan Kecelakaan/Kematian; dan
c. Santunan Duka.

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemberian dan bédeasia
tunjangan, penghargaan, dan santunan, sebagaimaraksdd
pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
berpedoman pada Peraturan Bupati.



Pasal 6

(1) Tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud daksal B ayat
(1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes RS/
Perangkat Desa Lainnya yang beristeri/bersuamisset®®bo (lima
per seratus) dari penghasilan pokok Kepala Desd&Sddon PNS/
Perangkat Desa Lainnya.

(2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasght5(B
huruf b diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non /PNS
Perangkat Desa Lainnya yang mempunyai anak, seBésddua
per seratus) dari penghasilan pokok untuk setiagk,apaling
banyak 2 (dua) orang anak, dengan ketentuan :

a. anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) takeoyali
bagi anak yang masih kuliah, berumur sampai de2§afdua
puluh lima) tahun dengan menyertakan Surat Peragadari
Universitas/Akademi bahwa anak tersebut benar-beresih
menempuh pendidikan;

b. belum pernah kawin; atau

c. tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalarh P ayat
(1) huruf ¢ dan santunan kecelakaan/kematian sebaga
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikeypakla Kepala
Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya sduiar ga@nya

dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuranshits®/jiwa.

Pasal 7

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal @glatuf a
diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Paampsa
Lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari piata
sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian oligahmgk
lainnya sesuai ketentuan/peraturan perundang-uadang

(2) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 gyhur{# b
diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Patamsa
Lainnya yang mengalami kecelakaan/sakit/cacat kademas.



(3) Santunan duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal @apuruf

c, berupa :

a. uang duka tewas diberikan kepada ahli waris yangqmga
berhak Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Resayia
yang tewas, paling kurang 2 (dua) kali penghaglakok;

b. uang duka wafat diberikan kepada ahli waris yantnga
berhak Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Resayia
yang wafat;

c. Biaya pemakaman Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Petangka

Desa Lainnya yang tewas ditanggung oleh Pemeribésia.

BAB IV
TUNJANGAN PURNA TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dhatannya
dan mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua)ntalioerikan
Tunjangan Purna Tugas sebesar 1/5 (satu per lina) d
penghasilan pokok Kepala Desa yang bersangkutagadgangka
waktu pemberian sesuai masa kerja.

(2) Bagi mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud peda(ld
yang meninggal dunia sebelum masa pemberian TwajaRgrna
Tugas selesai, maka Tunjangan Purna Tugas dibekiqaada ahli

waris yang paling berhak.
Bagian Kedua
Sekdes Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya
Pasal 9

(1) Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang dikdaen
dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai maga pading
kurang 2 (dua) tahun diberikan Tunjangan Purna Jggaesar 1/5
(satu per lima) dari penghasilan pokok Sekdes N¥&/Perangkat
Desa Lainnya dengan jangka waktu pemberian 1/2 @&t dua)
dari masa jabatan Sekdes Non PNS/Perangkat Desayaayang
diberhentikan.
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(2) Bagi mantan Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggaia d
sebelum masa pemberian Tunjangan Purna Tugas isetesa

Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada ahli waigyypaling

berhak.

Pasal 10

(1) Tunjangan Purna Tugas bagi mantan Kepala Desat8gkr®esa
Non Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa Lainnyaupserhak
garap Tanah Pengarem-arem.

(2) Tunjangan Purna Tugas bagi mantan Kepala Desa/Sekda
PNS/Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksach dzésal
8 dan Pasal 9 bagi Desa Karangkopek dibebankan Avagigaran
Pendapatan dan Belanaja Daerah.

(3) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksiadayat
(1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desdasarkan
Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Penghasilan pokok dan tunjangan yang diterima Kkgbala Desa/
Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya sebelumkbeya
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sandgngan
ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur teriadgdukan
Keuangan Kepala Desa/Sekdes Non PNS/ PerangkatlBesg/a.

(2) Peraturan Desa yang mengatur mengenai hal sebagadimaaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enamarbuejak
ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(3) Setelah diangkatnya Sekretaris Desa menjadi/dayawa Negeri
Sipil, alokasi penghasilan tetap dan tunjangan Bagdes Non PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mepgadiapatan
Desa.

(4) Penghargaan yang diberikan kepada mantan Kepala, Bekdes
Non PNS, dan Perangkat Desa Lainnya yang telabrikdn
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masip tetdaku dan

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran PendapaanBelanja

Desa sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberia

penghargaan yang telah ditentukan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah @mgtitan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2001 tentanggPRasilan
Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilara Riesv Staf
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20&hady 7 Seri
D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldtingkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah
Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates,
padatanggal 13 Juni 2008
BUPATI KULON PROGO,

Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Caplttd
SOIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E
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Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Peavalakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . 2/PB/DPRD/2008
2/PB/V1/2008
Tanggal : 13 Juni 2008
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan PeraturaralD&&bupaten

Kulon Progo tentang :

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa
Lainnya;

2. Badan Usaha Milik Desa,;

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

4. Kerjasama Desa.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 7 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang NomdraB2n 2004, terjadi
beberapa perubahan dalam penyelenggaran kegiataeriR@ah Daerah. termasuk
di dalamnya penyelenggaraan kegiatan Pemerintalesia, Byang merupakan sub
sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah daonshsi

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32unlak004,
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan PemerMtahor 72 Tahun 2005
tentang Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah N@&diahun 2005 Pasal 27 dan
28 diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala DiesaPerangkat Desa.
Ketentuan tersebut perlu ditegaskan agar Kepala Bas Perangkat Desa sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan ldanasyarakatan
diperhatikan kesejahteraannya sehingga dapat mékansaerhatiannya dalam
pelaksanaan tugas.

Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dinthkdalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemeidaior 72 Tahun 2005
tentang Desa diperlukan regulasi di Daerah berupeatiran Daerah yang
mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Dedaet&is Desa Non
Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnyagsbpedoman dalam
penyediaan atau pemberian hak-hak kepada mereka.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteragm Kepala Desa,
Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan P&enDesa Lainnya perlu
diatur mengenai hak-haknya berupa penghasilan tetapgunjangan bagi Kepala
Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desa LaiReymhasilan pokok bagi
Kepala Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desanya desa non
Karangkopek berupa hak garap tanah pelungguh, gkaiamenghasilan pokok
untuk desa Karangkopek dibebankan pada APBD. Spéighasilan tetap Kepala
Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desa Laime@dapat tunjangan
Isteri/Suami, Anak, dan Kesehatan serta diberikeangRargaan Purna Tugas,
Santunan Kecelakaan/Kematian, dan Santunan Duka.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perknetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kedudukanuakgan Kepala Desa,
Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, daarRgat Desa Lainnya.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Tunjangan isteri/suami diberikan kepada Kepala [Bdaetaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa Lainnyayha&epada 1(satu)
orang istri/suami.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
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